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Bawaslu memiliki keterbatasan yaitu ruang lingkup yang luas, sumber daya 

manusia yang terbatas, dan kompleksitas pemilu dan pelanggran yang beragam 

dan berkembang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan 

network governance (jejaring kelembagaan) dalam pengawasan partisipatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi network governance (jejaring 

kelembagaan) yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan 

partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif agar mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang strategi network 

governance Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan partisipatif pada tahun 

2024. Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Lampung dengan 

menggunakan teori strategi network governance menutut Erik Hans (2012) 

meliputi inisiasi dan memfasilitasi, membuat kegiatan dan pengaturan jaringan 

untuk koordinasi, membuat konten pengawasan partisipatif. Hasil penelitian yang 

ditemukan dalam inisiasi Bawaslu Provinsi Lampung melakukan gerakan 

pengawasan partisipatif dengan Memorandum of Understanding (MoU) bersama 

47 stakeholder di Provinsi Lampung dan memfalitasinya yaitu menyediakan 

tempat dan uang transport. Lalu dalam membuat kegiatan Bawaslu Provinsi 

Lampung melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, kampung pengawasan, 

pendidikan pengawasan partisipatif, pojok pengawasan dan pengaturan jaringan yaitu 

perbawaslu 1 pasal 75 huruf  b melaksanakan urusan penyiapan pelaksanaan 

pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga. 

Membuat konten pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung melakukan 

memanfaatkan sosial media sebagai alat pengawasan partisipatif untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat dan melakukan pemasangan baliho 

disetiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 

 

Kata Kunci : Strategi, Network governance, Pengawasan Partisipatif 
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NETWORK GOVERNANCE STRATEGY IN PARTICIPATORY 

SUPERVISION IN THE 2024 GENERAL ELECTIONS 

(Study at the Election Supervisory Board of Lampung Province) 

 

 

 

By 

 

 

ARROFI ADITYA ASYARI 

 

 

 

Bawaslu has limitations, namely its broad scope, limited human resources, and 

the complexity of elections and various and growing violations. To overcome 

these problems, it is necessary to carry out network governance (institutional 

networks) in participatory supervision. This study aims to determine the network 

governance strategy (institutional network) carried out by the Lampung Province 

Bawaslu in participatory supervision. This study uses a descriptive method with a 

qualitative approach in order to obtain an in-depth description of the Lampung 

Province Bawaslu network governance strategy in participatory supervision in 

2024. This research was conducted at the Lampung Province Bawaslu office 

using network governance strategy theory according to Erik Hans (2012) 

covering initiation and facilitating, creating activities and networking 

arrangements for coordination, creating participatory monitoring content. The 

results of the research found in the initiation of the Lampung Province Bawaslu 

carried out a participatory monitoring movement with a Memorandum of 

Understanding (MoU) with 47 stakeholders in Lampung Province and facilitated 

it, namely providing a place and transportation money. Then in making Bawaslu 

activities in Lampung Province carry out participatory supervision socialization, 

supervision villages, participatory supervision education, monitoring corners and 

network settings, namely Perbawaslu 1 article 75 letter b carrying out the affairs 

of preparing for the implementation of participatory supervision, implementing 

relations and cooperation between institutions. Creating participatory monitoring 

content Lampung Province Bawaslu utilizes social media as a participatory 

monitoring tool to provide information to the public and install billboards in 

every district/city in Lampung Province. 

 

Keywords : Strategy, Network governance, Participatory Supervision 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana atau 

tempat kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, 

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan 

yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat. Alasan bahwa pemilihan umum adalah sistem yang 

demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di 

parlemen dan juga pasangan presiden-wakil presiden. Akan tetapi, 

pemilihan umum yang demokratis dijalankan secara langsung, umum, 

bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) (Djuyandi, 2019). 

Jadi, Pemilihan umum dapat diterjemahkan sebagai sebuah sarana untuk 

mengisi sebuah jabatan tertentu yang akan dipilih secara langsung oleh 

masyarakat. Agar kedaulatan rakyat negara demokrasi dapat terwujud, 

maka pemilihan umum dijadikan sarana utama dalam demokrasi yaitu 

terjadinya pemilihan umum pada tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil 

presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota 

MPR seperti pemilu sebelumnya. 

 

Pemilu sebagai bagian dari demokrasi, tidak dilaksanakan begitu saja 

tanpa kesiapan dari pemerintah dan masyarakatnya. Dalam menciptakan 



2 

 

 

Pemilu yang sehat dan demokratis diperlukan suatu lembaga dalam rangka 

mejalankan suatu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilu, hal ini sesuai 

dengan pernyataan Gunawan Suswantoro bahwa “Integritas penyelenggara 

dan proses penyelenggaraan pemilu adalah prasyarat penting dalam 

pemilu, agar hasil pemilu mendapat pengakuan dari rakyat maupun 

kontestan pemilu” (Suswantoro, 2016:178). Pada UU nomor 7 tahun 2017 

tentang pemilihan umum, ada tiga lembaga penyelenggara Pemilu. 

Pertama, Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU merupakan lembaga di 

mana memiliki peran dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilu yang 

dalam pelaksanaannya memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri (UU No 

7 tahun 2017). Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum disingkat 

Bawaslu. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu di mana 

memiliki peran dalam  perihal pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu 

di Indonesia (Suswantoro, 2016, hal. 178) 

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku lembaga penyelenggara pemilu 

yang memiliki peran bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dimana 

salah satunya yakni melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Pada 

Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan 

pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, serta walikota dan wakil wali kota memaparkan bahwa 

pelanggaran pelanggaran yang ditangani adalah pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan 

pelanggaran tindak pidana pemilihan. 

 

Oleh karena itu, panitia pengawas bukan hanya bertanggung jawab 

terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, namun juga ikut 

andil untuk membuat rakyat dapat memilih kandidat yang mereka anggap 

mampu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 

tercantum pada undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang 
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penyelenggaraan pemilu berbunyi bahwa “Penyelenggara pemilihan 

umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang 

terdiri atau Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu 

kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum, untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah secara langsung oleh rakyat”. 

 

Dalam segi kelembagaannya, Bawaslu memiliki karakteristik yang unik 

dimana bisa menunjukan bahwa Bawaslu berbeda dengan kebanyakan 

lembaga pemerintah lainnya, yaitu eksistensi lembaga dan fungsi lembaga 

(Suswantoro, 2016). Pertama, dari segi eksistensi lembaga memiliki artian 

bahwa Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga negara di dunia yang 

memliki tugas dalam melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan 

Pemilihan Umum.  

 

Kedua, dari segi fungsi kelembagaan Bawaslu memiliki keunikan 

tersendiri yaitu harus menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan 

oleh lembaga lain secara terpisah. Fungi-fungsi yang harus dijalankan 

tersebut meliputi: (1) fungsi legislasi, (2) fungsi eksekutif, dan (3) fungsi 

yudikatif (Suswantoro, 2016). Dengan demikian Bawaslu memiliki posisi 

penting dalam komposisi kelembagaan di Indonesia khususnya dalam 

ruang lingkup kepemiluan. 

 

Bawaslu juga memiliki keterbatasan wewenang yang menjadi kendala 

dalam memaksimalkan fungsi pengawasan hal ini dibuktikan dari UU 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 95 yang berisi 

tentang kewenangan bawaslu hanya sebatas memeriksa dan mengkaji serta 

memberikan rekomendasi terkait pelanggaran dalam ranah kepemiluan. 

Dalam mengatasi keterbatasan wewenang, Bawaslu dapat memaksimalkan 

UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi payung hukumnya seperti 
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melakukan hubungan, koordinasi, atau kerja sama antar lembaga terkait 

baik itu Government Organization maupun Non Government Organization 

dan Berdasarkan pada Peraturan Badan pengawas Pemilu (Perbawaslu) No 

1 tahun 2021 Pasal 78 mengenai bagian pengawasan Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 75 huruf b (Bagian Pengawasan Pemilu) 

mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pelaksanaan 

pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama 

antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan 

pengawasan tahapan Pemilu di provinsi. 

 

Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut tentunya perlu 

melibatkan stakeholders pemilu yaitu menggunakan konsep network 

governance (jejaring kelembagaan) dalam pengawasan partisipatif pemilu. 

Pengawasan partispatif adalah keterlibatan berbagai pemangku 

kepentingan pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan tahapan pemilu. Kegiatan pengawasan partisipatif ini 

adalah upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara 

cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), 

LSM, lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survey, mereka 

yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan 

organisasi kemasyarakatan (Surbakti, 2015) 

 

Pengawasan partisipatif merupakan implementasi dari pendidikan 

pengawasan yang sudah menjadi bagian rencana pembangunan jangka 

panjang Indonesia dalam kebijakan politik dalam negeri bersama 

pendidikan pemilih dan pendidikan politik. Pengawasan partisipatif 

dengan terlibatan stakeholders pemilu penting dilakukan mengingat setiap 

kali diselenggarakan pemilu/pilkada selalu terjadi pelanggaran seperti 

pada pemilihan umum 2019 dan pada pemilihan kepala daerah 2020. 

Namun faktanya dalam pelaksanaan pemilu terdahulu, banyak pelanggaran 

yang terjadi. Data menunjukan terjadinya pelanggaran pada pemilu tahun 

2019, yakni : 
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Tabel.1 Data Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 

No Pelanggaran Pemilu Jumlah 

1 Pelanggaran Administrasi 33 

2 Pelanggaran Kode etik 1 

3 Pelanggaran Tindak Pidana 1 

4 Pelanggaran Hukum Lainya 7 

5 Bukan Pelanggaran 93 

 (Sumber : Bawaslu Lampung, 2019) 

 

Tabel.1 Berdasarkan tabel diatas bahwa data Pelanggaran mencapai 135 

yaitu 78 Temuan, 57 Berdasarkan Laporan, 43 pelanggaran terbukti 

melakukan pelanggaran tersebut. Di tahun selanjutnya KPU bersama 

Bawaslu melaksanakan pilkada 2020 yang di ikuti oleh 8 kabupaten/kota. 

Berdasarkan Informasi data yang di dapatkan oleh peneliti dari sumber 

Bawaslu terjadinya pelanggaran pilkada 2020, yakni : 

 

Tabel.2 Data Pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 

No Pelanggaran pilkada Jumlah 

1 Pelanggaran kode etik 14 

2 Pelanggaran Administrasi 267 

3 Pelanggaran Pidana 54 

4 Pelanggaran Lainnya 6 

5 Bukan Pelanggaran 97 

(Sumber: Bawaslu Lampung, 2020) 

 

Tabel.2 Berdasarkan tabel diatas bahwa pelanggaran mencapai 438 yaitu 

367 Temuan, 71 berdasarkan laporan. Pelanggaran administrasi sebanyak 

267 dan pelanggaran lainnya. Maka dipandang perlu untuk melihat sejauh 

mana network governance (jejaring kelembagaan) badan pengawas pemilu 

dalam pengawasan partisipatif pada persiapan penyelenggaraan pemilu 

2024.  

 



6 

 

 

Badan pengawas pemilu membutuhkan network governance (jejaring 

kelembagaan) dalam pengawasan partisipatif dan menjadi urgensi 

dikarenakan Pertama, bahwa pemilu merupakan hajat (pesta demokrasi) 

milik rakyat, sehingga harus dikawal agar pemilu berjalan sesuai dengan 

kehendak rakyat. Kedua, adanya keterbatasan jumlah anggota pengawas 

pemilu dibandingkan persoalan pemilu yang terus berkembang sehingga 

menambah jumlah personil pengawasan merupakan hal yang cukup 

rasional. Ketiga, ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap 

pengawas pemilu sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam 

pengawasan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing 

(Wardhana, 2018).  Provinsi lampung masuk dalam indeks kerawanan 

pemilu tingkat sedang berdasarkan hasil yang di keluarkan Bawaslu 

Republik Indonesia berikut adalah data yang menunjukan bahwa provinsi 

yang masuk dalam indeks kerawanan tingkat sedang : 

 

Tabel. 3 Tingkat Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi  (Rawan Sedang) 

No  Provinsi  Skor Ikp  

1  Banten  66.53  

2  Lampung  64.61  

3  Riau  62.59  

4  Papua  57.27  

5  Nusa Tenggara Timur  56.75  

6  Sumatera Utara  55.43  

7  Maluku  53.69  

8  Papua Barat  53.48  

9  Kalimantan Selatan  53.35  

10  Sulawesi Tengah  52.90  

11  Bali  52.75  

(Indeks Kerawanan Pemilu 2024) 

 

Tabel.3 Berdasarkan tabel diatas bahwa indeks kerawanan pemilu provinsi 

lampung masuk dalam rawan sedang berada pada urutan ke 2 dengan skor 
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64.61 dengan dimensi yaitu penyelenggaraan Pemilu, kontestasi, 

partisipasi, konteks sosial dan politik. 

 

Aparatur pengawas pemilu provinsi Lampung memiliki keterbatasan yaitu  

Bawaslu Provinsi Lampung 7 Anggota, Bawaslu Kabupaten dan Kota 61 

anggota yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, panitia pengawasan 

pemilihan umum kecamatan 687 anggota dengan jumlah 229 kecamatan 

tersebar di 15 Kabupaten/Kota, Panwaslu desa/kelurahan 2.640 anggota 

tersebar di 15 kab/kota. Terdapat 6.527.356 (enam juta lima ratus dua 

puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam) pemilih di provinsi lampung 

dengan luas wilayah 34.623,80 km² (Bawaslu Provinsi Lampung, 2022). 

 

Maka dari itu memaparkan 3 (tiga) alasan kenapa harus ada pengawasan 

partisipatif yakni, secara subyektif karena terbatasnya kemampuan dan 

kapasitas lembaga pengawas Pemilu, Secara obyektif karena luas wilayah, 

Kompleksitas Pemilu dan pelanggaran yang semakin beragam serta secara 

kualitatif untuk memastikan proses Pemilu berjalan baik demi mendorong 

substansi Pemilu (Ponorogo, 2020). 

 

Tabel.4 Alasan network governance dan pengawasan partisipatif 

No Permasalahan 

1 Ruang Lingkup wilayah yang sangat luas 

2 Kemampuan dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pengawas Pemilu 

3 Kompleksitas Pemilu dan pelanggran yang beragam dan berkembang 

4 Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap pengawas pemilu 

sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan 

pemilu 

 (Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022) 

 

Bahwa pemilu adil dan demokrasi jika minim pelanggaran pemilu karena 

adanya jaringan pengawas pemilu yang terbentuk dan bekerja dalam 

menegakkan integritas proses dan hasil  pemilu secara demokratis adil dan 
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bermartabat. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) pusat pengawasan partisipatif di Karawang 

mengatakan jajaran Bawaslu harus menyiapkan diri untuk menerima kritik 

dan saran yang mungkin akan mengubah mindset atau cara pandang, 

bagaimana arah kebijakan dan strategi pengawasan ke depan sehingga bisa 

menyokong Pemilu 2024 menjadi lebih baik. Pengawasan partisipatif 

artinya apa yang menjadi arah kebijakan dan strategi pengawasan 

partisipatif lima tahun ke depan. Cara melihatnya harus panjang demi 

memastikan seluruh stakeholder terlibat (Hadi, 2022) 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melihat tentang “Strategi Network Governance (Jejaring Kelembagaan) 

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Dalam Pegawasan Partisipatif 

pada Pemilu 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung) . 

Maka, kajian terdahulu diperlukan untuk bahan acuan atau refrensi dalam 

penentuan analisis dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 5 

penelitian terdahulu yang dapat menjadi rujukan karya tulis ilmiah 

peneliti: 

 

Penelitian pertama yang ditulis oleh Andi Setiawan, Irma Fitriana Ulfah, 

Rizqi Bachtiar (2020) yang berjudul “Jejaring Kelembagaan Bawaslu 

dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif hasil/ 

temuan dari penelitian tersebut adalah Bawaslu RI sebagai salah satu 

lembaga penyelenggaran dalam menjalankan fungsi pengawasannya 

melakukan hubungan antar lembaga yang dikategorikan menjadi empat 

subjek yaitu: 1.Lembaga Pemerintah, 2. Non Government Organization 

(NGO), 3. Perguruan Tinggi, dan 4. Media. 

 

Penelitian kedua yang ditulis oleh Muhammad Ithofiyul Karim (2021) 

yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 

(Pemilu) 2019  Melalui Media Sosial”. Dalam penelitian ini menggunakan 



9 

 

 

metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya dalam penelitian ini 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentunya mempunyai kewajiban untuk turut 

serta memberikan edukasi/wawasan kepadamasyarakat terkait dengan 

pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu intrumen dalam 

melakukan pengawasan. 

 

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Ade Putra Ode Amane (2022) yang 

berjudul “Langkah dan antisipasi badan pengawas pemilihan umum 

(bawaslu) banggai dalam tahapan pemilu” dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil 

Penelitian ini melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif, 

Membangun koordinasi kelembagaan dengan stakeholder melalui 

MOU/MOA terutama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten 

Banggai. 

 

Penelitian keempat yang ditulis oleh As Rifai (2020) yang berjudul 

“Networks Governance Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada 

Serentak Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah” 

dalam penelitian ini Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian ini Pengawasan partisipatif 

Bawaslu Sulteng dilakukan dengan pendekatan quadru helix yakni melalui 

pelibatan  perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media massa dan 

pemerintah. 

 

Penelitian kelima yang ditulis oleh Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding 

Rosyidin (2018) yang berjudul “Pentingnya Pengawasan Partisipatif 

Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis” dalam penelitian 

ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif yang datanya disajikan 

dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini pengawasan partisipatif 

yang sudah dilakukan selama ini oleh lembaga pemantau pemilu maupun 

organisasi masyarakat sipil lainnya serta upaya yang dilakukan dalam 

pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilu yang demokratis sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



10 

 

 

Berdasarkan uraikan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan 

yang membedakan penelitian dengan saya yaitu permasalahannya, fokus 

penelitian, tempat dan lebih mendekatkan dan mengetahui bawaslu dalam 

mengelola stakeholder (pemangku kepentingan) oleh karena itu peneliti 

tertarik mengambil judul“Strategi network governance (jejaring 

kelembagaan) badan pengawas pemilihan umum provinsi Lampung dalam 

pengawasan partisipatifpada pemilu 2024”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

Bagaimana strategi network governance (jejaring kelembagaan) yang 

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan 

partisipatif pada Pemilu2024? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Untuk mengetahui Strategi network governance (jejaring 

kelembagaan) yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam 

pengawasan partisipatif pada Pemilu2024. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Sebagaimana suatu hasil karya ilmiah mahasiswa. Hasil riset ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, tambahan 

pengetahuan akademis dan wawasan yang berkaitan pada strategi 

network governance (jejaring kelembagaan) yang dilakukan oleh 

Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan partisipatif pada 

Pemilu 2024. 

 

1. Secara Praktis  

a) Manfaat Bagi Mahasiswa  

Riset atau hasil penelitian ini memiliki harapan dapat dijadikan 

untuk memperbanyak bacaan dan sebisa mungkin bisa 

dipergunakan untuk rujukan didalam peningkatan serta 
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penambahan wawasan keilmuan serta dapat dipergunakan untuk 

bahan laporan studi dan memperbanyak wawasan mengenai 

strategi network governance (jejaring kelembagaan) yang 

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan 

partisipatif pada Pemilu2024 

 

b) Manfaat Bagi Masyarakat  

Penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai informasi 

tentang strategi network governance (jejaring kelembagaan) yang 

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan 

partisipatif pada Pemilu2024 

 

c) Bagi Penyelenggara  

Penelitian ini bisa dijadikan evaluasi pengawasan yang dilakukan 

oleh penyelenggara seperti Bawaslu Provinsi Lampung dalam 

melakukan strategi network governance (jejaring kelembagaan) 

yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam 

pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Strategi Network Governance 

 

2.1.1 Pengertian Strategi 

 

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan 

kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar 

pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya 

melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan 

mudah. (Wahyudi, 1996) 

 

2.1.2 Pengertian Network Governance 

 

Network sendiri memiliki definisi yaitu Pola hubungan sosial yang 

stabil antara aktor, institusi, atau lembaga yang saling memiliki 

ketergantungan pada area masalah kebijakan atau kelompok sumber 

daya yang meliputi membentuk, memelihara, mengarahkan atau 

menjaga, dan mengubah suatu situasi melalui serangkaian langkah atau 

peristiwa. Melihat definisi tersebut dapat dipahami bahwa Network 

merupakan suatu resiprokal atau yang biasa disebut hubungan timbal 

balik. Hubungan tersebut terjadi diantara berbagai aktor, institusi, atau 

lembaga negara yang dalam hal ini sebagai stakeholders yang terlibat 

dalam suatu serangkaian pada proses pengambilan suatu keputusan 

(Yudiatmaja, 2017). 

 

Network governance lahir sebagai akibat atas kompleksitas dalam 

suatu proses pengambilan keputusan dan implementasinya. 

Permasalahan yang berkembang semakin kompleks menimbulkan 

pengambilan keputusan dan implementasinya menjadi kompleks pula. 
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Oleh karena itu, situasi tersebut menimbulkan terbukanya peluang atas 

munculnya pilihan atau alternatif sebagai langkah dalam mengatasi 

masalah tersebut, sehingga atas dasar tersebut menjadi penyebab harus 

diadakannya keterlibatan dari berbagai stakeholders yang dalam hal 

ini adalah aktor, institusi atau lembaga baik dalam proses formulasi 

maupun dalam proses implementasi suatu kerja sama atau kesepakatan 

(E. Klijn & Koppenjan, 2000). 

 

Keterlibatan institusi atau lembaga dalam menjalankan jejaring 

kepemerintahan perlu ada manajemen atau tata kelola yang baik 

dalam rangka mengelola kepentingan dan masalah bersama lebih 

efektif. Pendekatan jaringan mengasumsikan bahwa kebijakan dibuat 

dalam proses interaksi yang kompleks antara sejumlah besar aktor 

yang berlangsung dalam jaringan aktor yang saling bergantung, aktor 

tidak mencapai tujuannya tanpa sumber daya yang dimiliki oleh aktor 

lain  (Klijn E.-H. &., 2000) 

 

2.1.3 Strategi Network Governance 

 

Network governance Pendekatan jaringan berangkat dari studi 

implementasi dan hubungan antar pemerintah (E. Klijn & Koppenjan, 

2000) konsep jaringan digunakan untuk memetakan pola hubungan 

antar organisasi dan untuk menilai pengaruh pola hubungan tersebut 

untuk proses kebijakan. Dalam hubungan tersebut kebijakan muncul 

sebagai hasil interaksi antar banyak aktor. Jaringan merupakan 

metafora popular yang menyebar dengan cepat ke seluruh disiplin ilmu 

sosial (Klijn, 1996; Klijn & Koppenjan, 2000). 

 

Strategi network governance dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan 

pengelolaan yakni initiating and facilitating interaction processes 

between actors; creating and changing network arrangements for 

better coordinati on; creating new content (Klijn E. H., 2012). 
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1. Inisiasi dan memfasilitasi proses interaksi antar aktor yang 

terlibat dalam jaringan.  

Strategi tersebut dilakukan dalam rangka mengawali dan 

memfasilitasi proses interkasi antar aktor yang terlibat jaringan. 

Yaitu adanya inisiasi atau ide untuk membentuk sebuah 

gagasan jaringan dan memfasilitasi kegiatan dalam jaringan 

sebagai langkah awal. 

 

2. Membuat kegiatan dan pengaturan jaringan untuk koordinasi 

yang lebih baik.  

Strategi tersebut membuat kegiatan antar jaringan sehingga 

dapat dapat mengelola dan berkoordinasi dengan jaringan 

dengan baik. Adanya peraturan yang mengatur tentang jaringan 

dalam lembaga tersebut 

 

3. Membuat konten semakin baik 

Strategi tersebut adanya pengelolaan konten digital jaringan 

sehingga dapat memperluas informasi dan edukasi kepada 

masyarakat secara luas. 

 

Ketiga pendekatan tersebut relevan dianalisis dalam pengawasan 

partisipatif. Dalam pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa setiap 

aktor atau institusi akan berusaha mencapai pencapaian atau tujuan 

yang telah ditetapkan masing masing dengan cara memanfaatkan 

sumber daya atau resources yang dimiliki oleh institusi  yang terlibat 

dalam jaringannya. Interdependence ini dapat terbentuk melalui 

proses pertukaran sumber daya antar lembaga, seperti halnya sumber 

daya finansial, akses, politik, dan informasi 
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2.2 Tinjauan Badan Pengawas Pemilu 

 

2.2.1 Pengertian Badan Pengawas Pemilu 

 

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok 

melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, 

yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pem`ilu Presiden 

dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan 

masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak 

pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:  

 

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi 

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” 

 

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan 

Pemilu di wilayah provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. 

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi berdasarkan UU 

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

 

2.2.2 Tugas Wewenang dan Kewajiban 

 

Bawaslu Provinsi bertugas:   

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi 

terhadap:   

1. pelanggaran Pemilu; dan   

2. sengketa proses Pemilu;   

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah provinsi, yang terdiri atas:   

1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih 

sementara dan daftar pemilih tetap;   

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan anggota DPRD provinsi;  
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4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD 

provinsi;   

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;   

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;   

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara 

hasil Pemilu;   

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;   

9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, 

dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke 

PPK;   

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang 

dilakukanoleh KPU Provinsi;   

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; 

Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan   

12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD.  

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;   

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini;  

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, 

yang terdiri atas:   

1. putusan DKPP;   

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa 

Pemilu;   

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota;   

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota;   

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran 

netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini;   
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f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan: 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah provinsi;   

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan   

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bawaslu Provinsi berwenang: 

a. menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;  

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah 

provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan 

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-

Undang ini;  

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

provinsi;  

d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi 

terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut 

serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini;  

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dankewajiban 

Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan 

Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan;  

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang 

berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan 
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pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah 

provinsi; 

g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu (Kabupaten/Kota setelah 

mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

dan  

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.pelanggaran Pemilu dan 

sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; 

 

Bawaslu Provinsi berkewajiban :  

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu 

sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atari 

berdasarkan kebutuhan;  

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi 

yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan 

Pemilu di tingkat provinsi;  

e. mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan 

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan  

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan 

pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah 

mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta 

pelanggaran pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, 
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membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan 

pemilu, berkooordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. 

(Prasetyo, 2017) 

 

Dalam segi kelembagaannya, Bawaslu memiliki karakteristik yang 

unik dimana bisa menunjukan bahwa Bawaslu berbeda dengan 

kebanyakan lembaga pemerintah lainnya, yaitu eksistensi lembaga 

dan fungsi lembaga (Suswantoro, 2016). Pertama, dari segi 

eksistensi lembaga memiliki artian bahwa Bawaslu merupakan 

lembaga negara di indonesia yang memliki tugas dalam 

melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan 

Umum. Kedua, dari segi fungsi kelembagaan Bawaslu memiliki 

keunikan tersendiri yaitu harus menjalankan tiga fungsi yang 

umumnya dilakukan oleh lembaga lain secara terpisah. Fungi-

fungsi yang harus dijalankan tersebut meliputi:  

 

1. fungsi legislasi, dimana Bawaslu harus mampu 

menyusun dan memproduksi suatu peraturan yang akan 

diberlakukan baik secara internal maupun eksternal 

kelembagannya 

2. fungsi eksekutif, dimana Bawaslu harus menjalankan 

praktik pengawasan dalam baik dalam bentuk 

pencegahan maupun penindak lanjutan; dan  

3. fungsi yudikatif, dimana Bawaslu memiliki 

kewenangan untuk melakukan tindakan yang mendekati 

dalam aspek yudikatif, seperti penyelesaian 

sengketa.(Suswantoro, 2016) 
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2.3 Tinjauan Pengawasan Partisipatif 

 

2.3.1 Pengertian Pengawasan 

 

Mendasarkan pada pengertian pengawasan tersebut, terdapat korelasi 

erat antara perencanaan (planning) dan pengawasan (controlling). Hal 

tersebut karena pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dari kegiatan-

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses pengawasan 

pada akhirnya dapat mengetahui sampai dimana penyimpangan, 

penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-

lain kendala di masa mendatang. Jadi keseluruhan dari pengawasan 

meruapakan kegiatan komparatif apa yang sedang atau sudah 

dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu 

penetapan indikator-indikator, norma, standar dan ukuran mengenai 

target yang ingin dicapai (Wibawa, 2019). 

 

Menurut Moekizat dalam (Satriadi, 2015) pengawasan adalah hal yang 

dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan 

apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil 

pekerjaan sesuai dengan rencana. Menurut Admosudirdjo (dalam 

Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan 

adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau 

mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, 

norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam 

kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan 

perbaikan bila diperlukan. 
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Sedangkan menurut Handoko dalam (Irham, 2014, p. 84), pengawasan 

dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-

tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dengan kata lain 

pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan 

standar pelaksanaan dengan tujuan tujuan perencanaan, merancang 

sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin semua sumber daya organisasi 

dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

 

2.3.2 Pengawasan Partisipatif 

 

Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam 

pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan 

pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi 

dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan (Rakhman, Internalisasi Nilai-

Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pendemi Covid-19., 2020) 

 

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu sarana untuk membantu 

Bawaslu di dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. 

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan melengkapi 

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga swasta 

(independen). Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh 

Bawaslu sangat luas dan sangat banyak. Perlu ditumbuhkan 

pengawasan yang dilakukan di luar Bawaslu, seperti: pengawasan 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen dan pengawasan 

masyarakat (partisipatif) untuk mewujudkan tujuan utama dari pemilu 

itu sendiri (Wibawa, 2019) 
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Menurut Silaban (2014) Pengawasan Partisipatif merupakan strategi 

bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia 

dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Peran masyarakat dalam 

mengawasi Pemilu lebih bersifat partisipasi, karena sifatnya yang 

partisipasi hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mempunyai 

kemauan untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. 

Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam 

pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan 

pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi 

dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan (Rakhman, 2020, p. 5) 

 

2.4 Pemilihan Umum 

 

Berdasarkan undang-undang dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang 

selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan  Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945. 

 

Tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan 

baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk 

pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat 

dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan 

dalam UUD 1945. Berdasarkan undang-undang, dalam pelaksanaan 

pemilihan umum asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut:   

 

a. Langsung   

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk 

memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan 

diri sendiri tanpa ada perantara.  
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b. Umum   

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang 

memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis 

kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. 

 

c. Bebas  

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai 

pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan 13 

dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari 

siapa pun.   

 

d. Rahasia  

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin 

kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara 

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya 

diberikan. 

 

e. Jujur   

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan 

juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

f. Adil  

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta 

pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari 

kecurangan pihak mana pun. 

 

Penjelasan diatas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana 

terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatualatyang 

penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi 

demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, 
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tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang- 

Undang Dasar1945. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

 

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Berdasarkan teori teori diatas peneliti cenderung pada strategi 

network governance Bawaslu karena pada pemilu 2024 memiliki 

tantangan yang sangat berat dikarenakan pemilihan presiden, pemilihan 

legislatif dan pemilihan kepala daerah. sehingga membutuhkan hubungan 

antar kelembagaan dalam pengawasan partisipatif demi terciptanya pemilu 

yang secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil 

(Jurdil).  

 

Badan pengawas pemilihan umum dalam melakukan strategi network 

governance (jejajring kelembagaan) membutuhkan pengegolaan jaringan 

dengan baik. Menurut Erik Hans Klijn & Koppejan Strategi Network 

Governance dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yakni inisiasi dan 

memfasilitasi proses interaksi antar aktor, membuat kegiatan dan peraturan  

jaringan, membuat konten semakin baik. 
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Gambar. 1 Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

(diolah peneliti,2023)

Permasalahan Pemilu 

Strategi network governance 

dilakukan dengan 3 pendekatan 

pengelolaan jaringan menurut Erik 

Hans  Klijn dan Joop  Koppenjan : 

1. Inisiasi dan memfasilitasi 

proses interaksi antar aktor 

2. Membuat kegiatan dan 

pengaturan jaringan. 

3. Membuat konten semakin 

baik 

 

4.  

Kemampuan dan 

Keterbatasan 

Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Pengawas Pemilu 

Ruang Lingkup 

wilayah yang 

sangat luas 

Kompleksitas 

Pemilu dan 

pelanggran yang 

beragam dan 

berkembang 

 

Strategi Network Governance (Jejaring 

Kelembagan) Bawaslu Provinsi Lampung Dalam 

Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum 

Tahun 2024 
 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk 

menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menegetahui 

strategi network governance (jejaring kelembagan) Badan Pengawasan 

Pemilu di  Provinsi Lampung pada pemilu 2024. 

 

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, 

dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau 

peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberikan 

gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, 

metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian 

alamiah (Moleong L. J., 2017). 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 

penelitian yang akurat (Moleong L. J., 2017). Lokasi yang diambil dalam 

penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yaitu diwilayah  

Provinsi Lampung dengan memfokuskan di Kantor Bawaslu Provinsi 

Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena lokasi tersebut 

merupakan merupakan lokasi yang sangat cocok untuk memperoleh 
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informasi atau memperoleh data yang akurat dan relevan terkait strategi 

network governance (jejaring kelembagan) Badan Pengawasan Pemilu di 

Lampung pada pemilu 2024.  

 

3.3 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan bagian dari deskripsi teori dari kerangka pikir 

yang digunakan sebagai dasar dalam teknik pengambilan data agar tidak 

terlalu luas dan bias. Menurut (Moleong, 2014, p. 14) pengertian dari 

fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti 

atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. 

Maka adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah strategi 

network governance (jejaring kelembagan) Badan Pengawasan Pemilu di 

Lampung pada pemilu 2024. 

 

Kemudian peneliti menggunakan teori strategi network governance 

dengan pendekatan pengelolaan jaringan menurut Erik Hans Klijn dan 

Joop  Koppenjan, yaitu memiliki 3 komponen atau indikator:  

 

1. Inisiasi dan memfasilitasi proses interaksi antar aktor yang terlibat 

dalam jaringan. Strategi tersebut dilakukan dalam rangka mengawali 

dan memfasilitasi proses interkasi antar aktor yang terlibat jaringan 

adanya langkah awal yang di lakukan Bawaslu provinsi lampung 

dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengawasan 

partisipatif dan Bawaslu Provinsi Lampung memfasilitasi kegiatan 

tersebut. 

2. Membuat kegiatan dan pengaturan jaringan untuk koordinasi yang 

lebih baik berkaitan dengan pengelolaan kegiatan Bawaslu Provinsi 

Lampung terhadap stakeholder dan adanya perarturan yang mengatur 

tentang kegiatan tersebut. 

3. Membuat konten. Agar tata kelola jaringan terjalin semakin baik yaitu 

Bawaslu provinsi lampung juga melakukan pengelolan konten digital 
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tentang Pemiluuntuk memberikan edukasi dan informasi tentang 

Pemilu terhadap masyakat luas 

 

3.4 Jenis Data  

 

Menurut (Sugiyono, 2018) data terbagi menjadi dua diantaranya data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti 

secara langsung dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang telah ada. Berikut uraian dari sumber data tersebut:  

 

1. Data primer  

Data primer bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 

beberapa informan diantaranya Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Provinsi Lampung yaitu Kepala Bagian Pengawasan, Staf bagian 

pengawasan 

 

2. Data sekunder   

Data sekunder bersumber dari penelitian ini di proleh dari sumber-sumber 

dokumen berupa jurnal penelitian, Undang-Undang artikel di media massa 

baik cetak maupun online yang mendukung menjadi bahan refrensi dari 

penelitian ini, serta data dari lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada, 

seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung dan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

 

3.5 Penentuan Informan 

 

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mampu 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ini. 

Informan pada penelitian kualitatif, lokasi dan informan penelitian dipilih 

dengan penuh perencanaan untuk membantu peneliti dalam memahami 

masalah dalam suatu proses penelitian yang diteliti. 
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Informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

(Sugiyono, 2013, hal. 218) Teknik purposive sampling merupakan teknik 

penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu 

yang dimaksudkan disini adalah informan penelitian dianggap paling tahu 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang 

akan diteliti agar diperoleh data yang representatif. Informan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah Pihak Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) Provinsi Lampung dan para stakeholder (lembaga) yang 

berpartisipasi dalam pengawasan pemilu seperti media massa, LSM dan 

Perguruan Tinggi, Berikut daftar informan dalam penelitian ini: 

 

Tabel.5 Informan Penelitian 
No Informan Nama informan 

1 Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu 

Provinsi Lampung 

Karno Ahmad Satarya, S. Sos. I 

2 Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi 

Lampung 

Ricky Ardian,S.IP.,M.IP. 

3 Ketua Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) Provinsi Lampung 

Wirahadikusuma 

4 Ketua Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM)  Damar 

Ana Yunita Pratiwi, M.Pd 

5 Dosen Fakultas (UIN Raden Intan) Gesit Yudha S,Fil, M.I.P. 

(Sumber : Diolah oleh peneliti) 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut (Suharsimi, 2010) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

https://lampung.bawaslu.go.id/profil-kordiv-organisasi-karno-ahmad-satarya-s-sos-i/
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1. Wawancara   

Wawancara atau interview yakni mengadakan tanya jawab secara lisan 

dengan menggunakan alat yaitu interview guide atau panduan 

wawancara untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, juga 

untuk mengetahui hal-hal dari para informan yang lebih mendalam 

terkait dengan Strategi Network Governance (Jejaring Kelembagan) 

Badan Pengawasan Pemilu pada pemilu 2024. 

 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan panduan/pedoman wawancara terstruktur dengan tujuan 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Selain diberikan 

pertanyaan, pihak informan juga dimintai pendapat dan ide 

gagasannya. Oleh karena itu selama wawancara berlangsung peneliti 

perlu mendengarkan secara teliti, serta mencatat hal-hal yang 

dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2018, hal. 114) 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yakni keadaan yang terjadi, arsip-arsip atau sebuah 

laporan tertulis terkait strategi network governance (jejaring 

kelembagan) Badan Pengawasan Pemilu pada pemilu 2024. Tujuan 

digunakannya metode ini agar hasil penelitian yang telah dikumpulkan 

melalui wawancara agar lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung 

dengan data-data tertulis yang ada. 

 

3.7 Teknik Pengelolaan Data 

 

Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, peneliti mengolah data 

tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Sofian Efendi, 2008) terdiri 

dari : 

 

1. Editing Data kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan 

menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin 

validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses 
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selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data dari hasil 

dokumentasi, hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-

pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta 

menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. 

 

2. Interpretasi Data Tahapan ini dilakukan setelah tahap editing data. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari makna dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Tahap interpretasi data ini bukan hanya dijelaskan dan 

dianalisis namun hasil akhir dari proses ini adalah diperolehnya suatu 

kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebisa mungkin 

dianalisis oleh peneliti kemudian selanjutnya diungkapkan dalam bentuk 

bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk kesimpulan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

Penelitian ini dalam analisis data kualitatif dilakukan secara teknik analisis 

datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-

temuan dilapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan 

dokumentasi lainnya, secara umum analisis data mencakup 3 hal, sebagai 

berikut : 

 

1. Reduksi data  

Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh 

karena itu maka perlu dicatat secara teliti dan juga rinci, karena semakin 

lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan bertambah banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.  
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2. Penyajian data  

Setelah data direduksi, kemudian langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan 

data. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut.   

 

3. Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2009 : 250). 

 



 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia  

 

4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu 

 

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini sebenarnya pertama 

muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia 

yaitu pada tahun 1955, namun saat itu belum dikenal istilah 

Pengawasan Pemilu. Pada masa itu terdapat trust di seluruh peserta 

dan masyaraka Indonesia mengenai pelaksanaan Pemilu yang 

ditujukan untuk membentuk lembaga parlemen yang pada era itu 

dikenal dengan Konstituante. Masa itu terdapat pertentangan ideologi 

yang cukup besar, namun bisa dikatakan sangat minim terjadinya 

kecurangan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, kalaupun ada 

gesekan yang muncul tapi gesekan tersebut terjadi di luar wilayah 

pelaksanaan Pemilu. Dapat dikatakan gesekan tersebut muncul karena 

merupakan konsekuensi logis dari terdapatnya pertarungan antar 

ideologi pada masa itu. Sampai saat ini pun masih terdapat keyakinan 

bahwa Pemilu tahun 1955 tersebut adalah Pemilu di Indonesia yang 

paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada 

penyelenggaraan Pemilu tahun 1982 dengan sebutan Panitia Pengawas 

Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Masa itu sudah mulai 

terdapat distrust  terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi 

oleh kekuatan rezim penguasa. 

 

Pembentukan Panwaslak pada tahun 1982 disebabkan oleh protes-

protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan 

suara yang diperbuat oleh para petugas Pemilu pada Pemilu tahun 
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1971. Terlebih pada Pemilu tahun 1977 terjadinya pelanggaran dan 

manipulasi lebih masif. Protes-protes tersebut akhirnya direspon oleh 

pemerintah dan DPR yang saat itu didominasi oleh Golkar dan 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga 

menimbulkan ide untuk merevisi Undang Undang dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas Pemilu di tahun 1982. Niat untuk memenuhi 

tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi 

Indonesia (PDI), pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta 

Pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Lebih dari itu, pemerintah juga 

memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan 

Pemilu dengan tujuan mendampingi Lembaga Pemilihan Umum 

(LPU). LPU adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Pada era 

reformasi, desakan untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang 

bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. 

Dengan tujuan itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu 

yang bersifat independen yang disebut KPU.  

 

Campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat 

penyelenggara Pemilu sebelumnya. Di sisi lain lembaga Pengawas 

Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi 

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar mengenai 

kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut 

menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk 

sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari 

Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan 

Panwaslu Kecamatan. 

 

Lalu kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 

Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dikenal dengan 

Bawaslu. Dalam melakukan pengawasan Pemilu, aparatur Bawaslu 
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berada di berbagai tingkatan mulai dari Panwaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan (PPL) 

di tingkat kelurahan/desa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Panwaslu merupakan 

kewenangan dari KPU. Namun setelah diresmikannya Keputusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang Bawaslu lakukan 

terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen 

Pengawas Pemilu secara penuh menjadi kewenangan dari Bawaslu.  

 

Pengawas Pemilu memiliki kewenangan utama yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu untuk mengawasi 

pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani 

kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, 

serta kode etik. Perubahan-perubahan pada kelembagaan Pengawas 

Pemilu masih berjalan dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan 

Pengawas Pemilu kembali diperkuat dengan dibentuknya lembaga 

tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu 

Provinsi. 

 

Lebih dari itu, pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung 

oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat 

Jenderal Bawaslu. Lalu pada hal kewenangan, selain adanya 

kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2007, terdapat juga kewenangan Bawaslu dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu kewenangan untuk menangani 

sengketa Pemilu. Berdasarkan sejarah lembaga Penyelenggara Pemilu 

bisa dikatakan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu telah mengalami 

berbagai perubahan-perubahan. Terdapat keterkaitan dalam penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu peneliti ingin mengetahui apa saja bentuk 

strategi yang Bawaslu Provinsi Lampung lakukan dalam menangani 

pelanggaran Pemilu yang terjadi di media sosial, di mana Bawaslu 
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sendiri merupakan lembaga penngawas Pemilu sekaligus lembaga 

penyelenggara Pemilu. 

 

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu  

 

Hadirnya peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran 

Pemilu memunculkan beberapa perubahan fundamental dalam 

kelembagaan Bawaslu, yang meliputi antara lain: 

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

2. Penguatan terhadap tugas, wewenang serta kewajiban pengawas 

Pemilu. 

3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat 

Kabupaten/Kota dari yang awalnya adhoc menjadi permanen; 

dan 

4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi. 

Pada sisi lain, hadirnya kepemimpinan baru di Bawaslu juga 

menimbulkan beberapa gagasan untuk meningkatkan dan 

mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawasPemilu. Oleh 

karena itu, perlunya penyesuaian oleh Bawaslu atas rencana 

strategisnya supaya dapat mengakomodasi beberapa perubahan 

fundamental tersebut. Dalam rangka penyesuain tersebut, maka 

ditetapkanlah Visi Bawaslu Tahun 2020-2024 yaitu: “Menjadi 

Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Makna dari Visi 

Bawaslu tersebut adalah penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja 

bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan 

Pemilu banyak ditentukan oleh berbagai faktor dan aktor. Oleh karena 

itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan 

seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis 

dan berintegritas. 
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Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Bawaslu menyusun misi yang 

akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-

2024. Berikut adalah misi Bawaslu: 

 

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang 

inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan 

partisipatif; 

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian 

sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana; 

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan 

terintegrasi; 

4. Memperkuat sistem teknologi infromasi untuk mendudukung 

kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa 

Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; 

5. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta 

aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas 

Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang 

profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan 

prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. 

 

Penjelasan kelima misi Bawaslu tersebut yaitu kelima misi di atas, 

yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, ditujukan 

untuk mencapai visi Bawaslu yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas 

Pemilu yang Terpercaya”. Hal tersebut menegaskan bahwa Bawaslu 

bertanggung jawab untuk menghasilkan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan kepala 

daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupat-Wakil Bupati dan Wali 

Kota-Wakil Wali Kota yang demokratis, berintegritas dan berkualitas: 

transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sebagaimana yang 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  Tentang 

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo1 Tahun 2015 
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Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali 

Kota menjadi Undang-Undang. 

 

Tujuan dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan hasil dari 

identifikasi potensi dan permasalahan yang akan ditemukan 

kedepannya dalam rangka mewujudkan visi dan melakanakan misi 

Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu yaitu: 

 

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan 

Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu partisipatif; 

2. Meningkatkan kualitas serta efektifitas kegiatan penindakan 

pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan 

hukum yang berkualitas; 

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi 

yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; 

5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara 

profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang 

baik dan bersih serta modern. 

 

4.2 Gambaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung 

 

4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung 

 

Berawal pada tahun 2011 di mana saat itu DPR RI sebelumnya telah 

meresmikan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum, di mana memuat isi yang menguatkan eksistensi Panwaslu 

Provinsi yang sebelumnya hanya bersifat adhoc menjadi Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi yang bersifat permanen. Sehingga di bulan 
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Agustus tahun 2012 Bawaslu RI telah membentuk Timsel untuk 

melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung. 

 

Dengan itu, terbitlah Undang-Undang yang baru tentang 

penyelenggara Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. 

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat istilah yang digunakan yaitu 

Pemlihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. Berbunyi “Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wali kota adalah pemilihan untuk Gubernur, 

Bupati dan Wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Membahas sejarah berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung rasanya 

tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi 

Lampung generasi pertama periode 2012-2017 yang terdiri dari 

Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin dan Ali Sidiq. Ketiga 

orang tersebut saat itu masih dibantu oleh koordinator sekretariat Dwi 

Mulyono dan BPP bendahara pengeluaran pembantu yaiatu Tajuddin 

yang mana saat itu sekretariat di Jl. Basuki Rahmat depan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Bandar Lampung. 

 

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi tersebut dilantik oleh Bawaslu RI 

pada tanggal 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu 

untuk 24 Provinsi di seluruh Indonesia. Terpilihnya tiga orang yang 

berlatar belakang aktivis di kota Bandar Lampung tersebut, setelah 

Tim Seleksi Bawaslu Lampung yang mana terdiri dari Dr. Wahyu 

Sasongko, Syafarudin, MA, Masyur Hidayat, M. Ag., DR. Hertanto, 

serta Hayesti Maulida, S. Ag, mengumumkan enam orang terpilih 

untuk kemudian ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu RI. 

Diumumkannya pada pers tanggal 20 September 2020. 

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tidak butuh waktu lama, 

ketiganya memutuskan pergantian ketua atau rolling posisi setiap 20 
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bulan sekali saat itu juga langsung disepakati. Nazarudin terpilih 

sebagai ketua Bawaslu Provinsi Lampung periode awal terbentuk. 

Pada divisi hukum dan penindakan pelanggaran Pemilu dijabat oleh 

Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik pada divisi sumber daya manusia 

dan organisasi. Pergantian untuk jabatan ketua dilakukan tepat setelah 

masa 20 bulan Nazarudin jadi ketua Bawaslu Lampung, diganti oleh 

Fatikhatul Khoiriyah. Namun bertepatan 20 bulan kepemimpinan 

Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah 

dilarang pergantian ketua. 

 

Pada hari Senin tanggal 24 September 2012, mereka bertiga pulang ke 

kota Bandar Lampung untuk mempersiapkan segala keperluan untuk 

segera mulai bekerja dan langsung dihadapkan dengan adanya tiga 

Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) secara bersamaan. Untuk Provinsi Lampung, mulai 

menggelar Pilkada serentak itu pada tahun 2010, 2012 dan bahakan 

yang pertama di Indonesia. Melaksanakan Pemilihan Gubernur 

berbarengan dengan Pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal 

lahirnya aturan Pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2015. 

Diketahui pada tahun 2010 terdapat lima Pilkada yang bersamaan 

dilaksanakan yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar 

Lampung, Metro, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran. 

 

Pada tahun 2012 dilaksanakan Pilkada Tulang Bawang, Tanggamus 

dan Lampung Barat. KPU di ketiga Kabupaten tersebut sudah 

melaksanakan tahapan Pilkada sebelum Bawaslu Lampung dibentuk. 

Termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascamnya sudah ada meski 

tim seleksi Bawaslu Lampung baru memulai penjaringan calon. Hari 

pemilihan di Pilkada tiga daerah itu sudah ditetapkan pada hari Kamis 

tanggal 27 September 2012. 
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Pilgub Lampung dilaksanakan tahun 2014 bersamaan dengan 

penyelenggaraan Pileg di Indonesia tahun 2014. Pada tahun 2014 

dilaksanakan Pilpres, Pileg dan Pilgub di bulan lain. Menjadi catatan 

sejarah bagi Provinsi Lmpung yaitu untuk pertama kalinya diadakan 

Pilpres serta Pileg secara serentak. Percobaan tersebut menjadi 

keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan nasional untuk 

menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2019. 

 

4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung 

 

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tentunya mempunyai visi 

dan misi kelembagaannya sendiri. Berdasarkan pada website resmi 

Bawaslu Provinsi Lampung terdapat visi dari Bawaslu Lampung itu 

sendiri. Visinya yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga 

Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, 

Bermartabat dan Berkualitas. Selanjutnya terdapat misi dari Bawaslu 

Provinsi Lampung, yaitu: 

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang 

kuat, mandiri dan solid; 

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif 

dan efisien; 

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen 

pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis 

teknologi; 

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, 

serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan 

Pemilu partisipatif; 

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja 

pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta 

penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan trasnparan; 
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6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan 

Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari 

luar negeri. 

 

4.3 Pemilihan Umum 2024 

 

Pelaksanaan Pemilu 2024 telah diatur berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk informasi jadwal dan tahapan 

Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilu Tahun 2024. 

 

Berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2022, Pemilu 2024 dilaksanakan pada 

tanggal 14 Februari 2024. Disebutkan bahwa tahapan pemungutan suara 

Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024 

mendatang. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Februari 2024 yang 

akan digelar penghitungan suara Pemilu 2024 Yaitu Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 

2024) adalah Pemilihan Umum Indonesia yang akan diselenggarakan pada 

tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD 

Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2024 –2029. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa 

kesimpulan terkait hasil Strategi Network governance (jejaring 

kelembagaan) yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung dalam 

pengawasan partisipatif sebagai berikut : 

 

1. Inisiasi dan memfasiitasi pengawasan partisipatif 

Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan inisiasi dan memfaliitasi 

pengawasan partisipatif dengan melakukan inisiasi gerakan 

pengawasan partisipatif Provinsi Lampung menjalin hubungan 

kerjasama antar lembaga dibangun Bawaslu Provinsi Lampung  

dengan berbagai pihak, yang dikukuhkan dengan penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) dengan jumlah 47 (empat 

puluh tujuh lembaga/stakeholder di Provinsi Lampung dan 

melakukan memberikan fasilitas tempat atau gedung dan uang 

transport sebagai bentuk memfaslitasi upaya untuk memastikan 

bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan 

terhadap perkembangan lembaga secara keseluruhan. 

 

2. Membuat kegiatan dan pengaturan pengawasan partisipatif 

Berdasarkan pada Perbawaslu 1 tahun 2021 Pasal 78 mengenai Bagian 

Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b 

(Bagian Pengawasan Pemilu) mempunyai tugas melaksanakan urusan 

penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan 
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hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan 

pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di provinsi. Dan 

sosialisasi pengawasan partisipatif yang sasaran utamanya adalah 

masyarakat, mahasiswa dari berbagai Universitas/Perguruan Tinggi di 

Lampung, organisasi  masyarakat, organisasi kepemudaan dan 

organisasi keagamaan di Provinsi Lampung. 

Bawaslu membuat kegiatan untuk koordinasi antara stakeholder yaitu : 

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stakeholder 

diselenggarakan sebanyak sebelas kali 

2. Kampung pengawasan dengan pemangku kepentingan ke desa yang 

dianggap rawan pelanggaran 

3. Pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif yang meliputi 

seluruh pemangku kepentingan 

4. Pojok pengawasan sebagai sarana diskusi dengan stakeholder 

 

Kegiatan pengelolaan Bawaslu Provinsi Lampung kurang efektif  

karena kegiatan lakukan secara berulang ulang setiap tahunnya. Padahal 

di ketauhi sendiri bahwa dengan adanya kegiatan tersebut tidak 

mempengaruhi jumlah pelanggaran. Tidak adanya follow up terhadap 

kegiatan yang di lakukan stakeholder. Masyarakat memiliki keraguan 

dalam pengawasan partisipatif di karenakan tidak memiliki bukti yang 

cukup dan kurang payung hukum terdahap indentitas pelaporan 

 

3. Membuat konten pengawasan partisipatif 

Konten pengawasan partisipatif pengawas pemilu diimplementasikan 

dengan menyediakan website dan sarana informasi teknologi. 

Bawaslu telah menyediakan website khusus sebagai pusat informasi 

bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang 

pengawasan pemilu. 

 

Bawaslu Provinsi Lampung memanfaatkan sosial media sebagai alat 

pengawasan partisipatif untuk memberikan informasi seluas luasnya 
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kepada masyarakat yaitu dengan melakukan pemasangan baliho di 

setiap kabupaten/kota di provinsi Lampung. Dan adanya konten 

pemberitahuan pelanggaran melalui media instagram, twitter, dan 

facebook di karenakan pada saat ini sosial media sangat berperan 

aktif dalam melakukan pengawasan dan pengaduan. 

 

 

6.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti 

mengajukan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk 

dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan oleh Bawaslu Provinsi 

Lampung dalam melakukan Strategi network govenance pada Pemilihan 

umum pada tahun 2024.  selanjutnya, sebagai berikut : 

 

1. Bawaslu Lampung hendaknya tetap memprioritaskan program 

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang sekarang menjadi 

Pengembangan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai 

edukasi kepada pemilih pemula secara universal. 

2. Hendaknya Bawaslu Lampung adanya inovasi pengelolaan jaringan 

yang lebih efektif atau terbaharukan setiap tahunnya untuk 

mengatasi keterbatasan Bawaslu Lampung dan 

3. Bawaslu Lampung hendaknya lebih memprioritaskan kegiatan 

kampung pengawasan dengan lebih memperluas kepada setiap setiap 

daerah yang susah dari akses media disetiap kabupaten di provinsi 

Lampung. 

4. Bawaslu Provinsi Lampung hendaknya memprioritaskan program 

pencegahan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat dengan lebih memperluas kegiatan dan program tingkat 

desa/kelurahan; 
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